Menimbang

Mengingat

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 4(, TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

: a bahwa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan

belanja daerah di Kabupaten Ogan llir sudah diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, : |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
Mlir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
/ l L:“ |
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Peng elolann Kenanpan Daermh (Lembaran Hegara Republik
Indonesin Talun 2019 Nomor 42, Tambahan [zmbaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Nepeti Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penpelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita Nepara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781).

MIEMUTUSKAN:

Menctapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.

S

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan llir.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan llir.
Bupati adalah Bupati Ogan llir.

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daefah Kabupaten Ogan Ilir.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan
urusan pemerintah dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang seclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana kecuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan
disctujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sclanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

Badan Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah Kabupaten
Ogan Ilir.

Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran
belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa
pecnambahan dan/atau pengurangan pergescran anggaran dapat dilakukan
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian objek.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas scbagai bendahara umum daerah.
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/ V2 Pengginn Anggaran yang selanjutnya dising kat PA adalah pejabal pemeg ang,
' |\‘(‘\\‘(‘l\(\llf‘,ml penggunnan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi organisasi perangk at dacrah yang dipimpinny..

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
vang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja

dengan estimasi pendapatan dan pagu ang parannya yang telah ditetapkan
pada awal tahun.

|

14. Dokumen  Pelaksanaan Anpggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang

sclanjutnya disingkat DPA-SKI'D adalah dokumen yang memuat pendapatan,

belanja dan  pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran,

BAB 11
DASAR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2
Pergescran anggaran dapat dilakukan apabila:
a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

BAB Il
JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3
Jenis Pergeseran Anggaran mecliputi:
a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. pergeseran antar organisasi,

b. pergeseran antar unit organisasi;
c. pergeseran antar program;

d. pergeseran antar kegiatan;

e. pergeseran antar sub kegiatan.

f. pergeseran antar kclompok; dan
g. pergeseran antar jenis.

Pasal 5

(1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan:

a. scbelum perubahan APBD; atau
b. sesudah pcrubahan APBD.

AL
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1 Ynpev prissrge 4 L
(2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD  sebagaimana  dimaksud

(1

—

(2

—

3

—

(4

~—

pada ayat (1) hurul a dilak ukan melalui ketetapan  Bupati - dengan
(lvll)orilnlmlum kepada  pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah
Rabupaten, dapat berupa kodisi mendesak  atau  perubahan  prioritas
pembangunan baik tingkat nasional atau dacrah.

D e - . .
I crgeseran Anggaran dilakukan  sesudah perubahan APBD  sebagaimana
dimak sud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA,

Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6
Kodisi mendesak scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:

a. kebutuhan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat
mengik at;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non
alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi
pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang

dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau
masyarakat.

Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah

meliputi:

a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah
Pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya;

b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis
terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat,
dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah
lainnya; dan/atau

c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi

tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.

Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menhggunakan dana dari hasil

penjadwalan ulang capaian target kiterja program, kegiatan dan sub
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 hurufi b terdiri dari:

a.

a0 g

pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;

pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;

pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

A
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Pasal 8

(1) I‘f‘rgoscr:\n Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat
dilakuk an;

a. sebelum perubahan APBD; dan
b. setelah perubahan APBD,

(2) Porgcsc_mn Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa
melak ukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan
selanjutnya Pergescran Anggaran tersebut pada perubahan APBD
dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD,

(3) Pergesgran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.

(4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menycbabkan perubahan APBD dilakukan
dengan persetujuan:

a. Sekretaris Daerah terhadap:

1. pergeseran antar objck dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a; dan

2. pergeseran antar rincian objeck dalam objek yang sama, pergeseran antar
sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian
dari sub rincian objek scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
sampai dengan huruf d yang menycbabkan perubahan tolak ukur sub
kegiatan tersebut.

b. kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama
dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; dan

c. kepala SKPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian
objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

BAB IV
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10
(1) Persyaratan pengajuan usulan Pefgeseran Anggaran meliputi:

a. surat permohonan Pergesefan Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala
BPKAD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kepala Bagian Organisasi Sckretariat
Daerah Kabupaten dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran
Anggaran,;

b. matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani olch kepala SKPD; dan

c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala SKPD terhadap terjadinya
Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
(2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pad? ayat (1)
huruf b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

v
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(©)

(7

—

(8)

(1)
(2)

(3)

(4)

()

Fomat surat pemyatann tangg ung jawab mutlak sebapaimana dirmakand
pada axat (1) huraf ¢ tereantum dalam Lampiran Il yang, merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Sckretaris Dacrah menerusk an usulan Pergeseran Angigaran asehag aimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayvat (1) huruf a kepada Kepala BPPKAD untuk
melak uk an telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan,

Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumnen
usulan  Pergeseran  Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat
bersama TAPD untuk dilak ukan pembahasan terhadap usulan yang telah
disampaikan.

TAPD dalam melak ukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD
pengusul jika dipandang perhu.

Hasil rapat TAPD dituangk an dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani
oleh seluruh TAPD.

Berdasark an Dberita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD
menetapk an  k ewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

Dalam hal hasil pemilahan wusulan pergeseran anggaran merupakan
kewenangan Pengguna Anggaran, kepala BPKAD menyampaikan Surat
Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan
Persetujuan Pergeseran Anggaran.

Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BPKAD.

Format Keputusan persctujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan
Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABYV
TAHAPAN TEKNIS

Pasal 12

Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Dacrah, PPKD
atau kepala SKPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.

TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran
setelah mendapat persetujuan.

Dalam Pergescran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencana membuka
fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi patda perangkat
daerah yang diperlukan.

SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran
Anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan
Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.

Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai

dengan Klasifi kasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan dacrah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan

vang mengalami Pergeseran Anggaran.

i
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(0) 'I‘M D melakukan penttupan jadwal APBD  pergeseran selelah semnua
Pergeseran Anggaran selesai,

(7} TAPD menctapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

dan  menvampaikan  sura pemberitabuan  kepada  pimpinan  Dewan

Perwakilan Rakyat Dacrah untuk Pergescran Ang garan yang menyebahkan
perubahan APBD pada kondisi tertentu,

(8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD
pengusul dan BUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dacrah Kabupaten

Ogan llir (Berita Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2017 Nomor 30), dicabut
dan dinyatak an tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan llir. ‘ /\
Al

2022

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 79 ArelL 2022
SEKRETARIS DAERAH ‘
{AJJUPATEN OGAN ILIR,

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 4,
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(0} TAPD melakukan  penutupan jadwal APBD  pergeseran setelah  semua
Pergeseran Anggaran selesai,

(7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
dan - menyampaikan  surat  pemberitahuan  kepada  pimpinan  Dewan
Perwak ilan Rakyat Daecrali untuk Perpeseran Anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD pada kondisi tertentu.

(8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD
pengusul dan BUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten
Ogan llir (Berita Dacrah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2% AfEIL 2022

BUPATI OGAN ILIR,
dto
PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 AriL2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR A4(,

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEVUP TEN OGAN ILIR,
IMPHANA,SEM. Si

Pembina Tk. [/ IV.b
NIP. 19750217200801 2 001
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PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR

TAHUN 2022

LAMPIRANI:
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
=
: : MATRIK PERGESERAN ANGGARAN
DINAS/BADAN ....ccovreurrmns
TAHUN ANGGARAN 20...
Urusan Pemerintahan  : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJID YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi +1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendldikan dan Kebudayaan
Program :1,01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Keglatan :1.01,01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Keglatan :1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Semula Menjaci = Bertambah /
Kode Rekening Uralan Harga PPN Yotal Harga N Total
Keefislen Satuon (Rﬂsl (Ro) (Rp) Koeflsien Satuan (Ro) {Re) 190 (Berkurarg)
! |
5 BELANJA DAERAM 15,630,250 15.53C.250 | )
5.1 BELANJA OPERASI 15,630,250 15.5630.250 ]
5.1.02 Belania Barang dan lasa 15,630.250 15.535.250 | |
5.1.02.01 Beldnia Barane 8,430,250 7.230.250 | - 130 200 |
15.1.02.01.01 Belania Rarang Pakal Habis 8430250 7.23C.25C1 - 100 |
5.1.02.01.01.0024 Belanla Alat/8ahan untuk Keglatan Kantor-Alat Tulls Kantar 1560000 1,3502001 [219.90¢) |
M] ATK 1,560000 1358, 9CC) P = |
{-)ATK Keglatan 1560000 1.350,50C | BRI,
isl Necls K 10kotax 4,500 45,000 gkotak 4,500 B.CC | 3.20C|
Spesiitay - e/l |
Kertas HVS 10fim 57,000 570,000 12m 57,000 £34.00C 113.00C J
Spesifikasi : uk_A4
Kertas HVS F4 15k Im 63,000 945,000 10| rim 53,000 530,000 (J:sx!:v]
Spesifikasi: uk_70 gram
= ]
5.1.02.01.01.0026 Brlania Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Bahan Cetak 6870250 $ 38C 25C 99C. 20CH
I Ppnggnd.\an EEFOJSO 333C 250 35C 0°C |
|-lPenggandaan 6870250 5.330.250 FOC.CC i
Fhoto Copy 25689 rim 250 6,422,250 15073]rim 25C & 2354XC
Spes fikasl: |
Jilig Perfect Bincing [jli d lem panas) 7{buku 64,000 448,000 33 buku 64,000 2 sR0e0 I| 1.564.000
Spesifikasi: Tebal
L — !
5.1.02.02 Belania Barane 7.200.000 338 €00 1.20C.200 |
5$.1.02.02.01 Belan!a Jasa Kantor 7.200000 3,300 209 1.20C.500 |
5.1.02.02.01.0027 Belania Josa Tenaga Operotor Komouter 2,200,000/ 3,200 coC! 100 00
[#] Jasa Tenapa Operator 7,200000 3 300 X! 1.0C. 200 |
[-]Operator Komputer 7.200000 3 300 000 1200 0 |
Honaraswm Pegawad Honorer/Tidak Tetap 18|orang/bulan 400,000 7.200.000 21 |orang/bul 400,000 340000 LN e
Soesifikasi : Operalor Kompuler
Total 15630250 Total 15.630.25¢!
Indralaya, «....cooieriiieccnas =
Kepala Dinas/Badan ........... =
Pangkat......ccoeenenee

|

’\._,; s
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LAMPIRAN 11: PISRATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
TATA_CARA [1RG S ERAN ANGGARAN

Format Surat Pernyatann

T PEMERINTAH KABUPATE N OGAN [LIR
A% KOP OPD
( ; Komp. Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kode Pos 30662

™
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIAWAB MUTLAK

Sava vang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan

sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian ......... Nomor ........ Tanggal ....;
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan ......
8. st ...,

4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan
telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan ........ dan dibuktikan dengan matrik
pergeseran anggaran vang telah kami sampaikan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benamya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Mamggap, ..o 20,
KEPALA DINAS/BADAN . ...
Selaku Pengguna Anggaran

Materai
10.000

(Nama Lengkap)
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LAMPIRAN 111 PERATURAN BUPATI OGAN TR
NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG
TATA_CARA PERGESIRAN ANGGAAN

.Format  Ke S B
A i putusan - Sekretaring Daecrah Tentang Perasetujuan Pergoneran

Anggaran

(KOP SEKRETARIAT DAIL RAH)

KEPUTUSAN SERRE TARIS DAE RAI KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 900/ JBPKAD/20...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM
JENIS YANG SAMA DINAS ...ccoocvveereenneee KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :
: Pada prinsipnya usulan pcrgeseran Anggaran Kepala

KESATU

KEDUA

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk cfisiensi

belanja pada Dinas/Badan ......... Kabupaten Ogan llir, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran,

bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sckretaris Dacrah
Kabupaten Ogan llir.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengcelolaan Keuangan Dacrah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah;

3. Peraturan .............

Peraturan Daerah Nomor ...... tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
5. Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran .....

4. Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan ............ Kabupaten
Ogan Ilir Nomor ......... Tanggal ........ perihal Usulan

Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN :

Dinas/Badan ....... Kabupaten Ogan Ilir dapat disetujui dan
dapat dilaksanakan scbelum perubahan APBD Tahun Anggaran
.... pada sub kegiatan:

a. Sub kegiatan ......
b. Sub kegiatan ......

Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data
pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu
berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan Ilir untuk
membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan
kunci sub kegiatan yang me,galami pe geseran;

Pk

v
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KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

KEENAM

Kepala .

progmm/ke [:,(:: angka _D?'C"ah memastikan hahwa

Klasttikasi g ‘]_a”/$llb kegiatan dan helanja telah sesuai dengan
asi, ‘odefikasi  dan  nomenklatur perencanaan

emb

Sctu”;.t;s“”“” 'dan keuangan dacrah serta sesuai dengan

Sclan"J(\ teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku,
Jutnya - melakukan validasi kegiatan yang mengalami

pergeseran anggaran,

: Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-

SKPD Tahun Anggaran 20...;

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh
pergeseran anggaran yang telah disampaikan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

terhadap usulan

Ditetapkan di Indralaya /l,

pada tanggal ............p~ 20.....
Q/Sekretan's Daerabh,

Dipindai dengan CamScanner



PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDAS ARKAN RINCIAN OB.J:
DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OF3.JE

:ormat Keputusan Kepala BPKAD Te '
l pala BPKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BPKAD)

KE PUTUSAN KISPALA BPKAD KABUPATE.N OCGAN TLIF
NOMOR 000/ JBPKAD/20...

TENTANG
JEK
K

YANG SAMA DINAS ..oooovevveerirenn. KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

a. bahwa dalam rangka optimalisasi keghetan

+1. Peraturan Pemerintah Nomor

untuk cfisiensi
belanja pada Dinas/Badan ......... Kabupaten Ogan [lir, m a
dibutuhkan pergeseran anggaran,

a dimaksud dengan huruf a di

b. bahwa pergescran schagaiman
Keputusan Kepala BPKAD

atas, perlu ditetapkan melalui

Kabupaten Ogan llir.
12 Tahun 2019 tentang

Pengclolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ta
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacra

hun 2020 tentang
h;

Peraturan .............
4. Peraturan Daerah Nomor ...... tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
tentang Penjabaran Angg aran

5. Peraturan Bupati Nomor .....
abupaten Ogan TirTz thun

Pendapatan dan Belanja Daerah K

Anggaran .....

4, Peraturan Bupati Nomor ..... tentang Tata Cara Pergeséran
Anggaran;

5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan -...... ..... Kabupaten
Ogan llir Nomor ......... Tanggal ......-. perihal Usulan

Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Pada prinsipnya usulan Pergescran Anggaran Kcpala
Dinas/Badan .......... Kabupaten Ogan llir dapat disetujui dan
dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran
20... pada sub kegiatan;

a. Sub kegiatan .....

b. Sub kegiatan .....

Perangkat daerah segera mMmeclakukan penginputan data
Pergeseran Anggaran pada aplikasi SIPD dengan teflebih dahulu
berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Ogan llir untuk
membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan
kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran,;

chgla SKPD memastikan bahwa program/Kegiatan/sub
kegiatan dan belanja tclah scsuai dengan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi

kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran; { j
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alam format

KEEMPAT : Pergeser.
Dngsgfm Anggaran ini akan diformulasikan d
-~ -SKPD Tahun Anggaran 20...; e
. Kepala SK
pala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan

pergeser i
geseran anggaran yang tclah disampaikan;

KEENAM 5
+ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Indralaya

pada {anggal .eoemeeererre
Kepala Badan pengelolaan

Keuangan Danaset Daerah,

%

. I

/

.....

Dipindai dengan CamScanner



KEPALA BADAN/DINAS .....ccccccvrmneens

Menimbang :a. bahwa dalam rangka optimalisa

Mengingat

Menetapkan :
. Pada prinsipnya usulan pergeseran atas

KESATU

KEDUA

KETIGA

ormat Keputusan SKpp 7 etang

. 1. Peraturan Pemerintah Noor

Persetujuan-Perpescran Anggaran
(KOP SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS ......
NOMOR: /  /20..

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN
BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK
BADAN/DINAS +.voevvreeonssires

KABUPATEN OGAN ILIR,

si kegiatan untuk cﬁsier;(si
belanja pada Dinas/Badan ......... Khupaten Ogan [lir, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran,

b. bahwa pergeseran sebagaimana dima
atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan ¢
pada Dinas/Badan ....... Kabupaten Ogan Iir.

12 Tahun

ksud dengan huruf a di
Pengguna Anggaran

2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
77 tahun 2020 tentang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

3. Peraturan ......esseess
tentang

4 Peraturan Daerah Kalmpaten Ogan llir Nomor ......
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

tentang Penjabaran

5. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor .....
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan

[lir Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Ogan llir Nomor .....
Pergeseran Anggararn,
5. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan ............ Kab_upaten

Ogan Ilir, usulan pergeseran Nomor ......a..
perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

tentang Tata Cara

MEMUTUSKAN

ulaian dari sub rincian

objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang ...... dapat
disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2022,

. Perangkat Daecrah menyampaikan permohonan ke BPKAD

Kabupaten Ogan llir berkenaan penginputan data pergeseran
anggaran atas uraian dari sub rincian objek SIPD;

: Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK  memastikan bahwa

prog.ram/.kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan
Klasifikasi, kodefikasi ~dan  nomenklatur perencanaan
pembgngunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan
petunljuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlagku
selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami

Pe geseran Anggaran; j\
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: Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-
SKPD Tahun Anggaran 20...;

KELIMA  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

I{EEMPAT

ditetapkan di Indralaya -
Pgd tanggal ..o
Kepala Badyn/Dmas

.....

Dipindai dengan CamScanner



